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ABSTRACT
Pengaturan mengenai pengelolaan dan pengawasan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo
Lues Nomor 09 Tahun 2010, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap peternak dilarang melepaskan hewan
ternak di tempat umum. Pada kenyataannya masih banyak hewan dilepasliarkan oleh pemiliknya. Berdasarkan qanun tersebut,
pemilik hewan ternak yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa penangkapan hewan ternaknya oleh tim penertiban di bawah
koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Leus dengan membuat berita acara
penangkapan.
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data yang telah diperoleh
dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 09 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Pengawasan Ternak di dalam praktiknya pelanggaran tersebut tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan,
akan tetapi penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan pembinaan dan penetapan
sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah). Penetapan sanksi denda dalam hal pelanggaran
penertiban hewan ternak ini yaitu hanya berupa uang perawatan selama hewan ternak ditahan atau disita oleh pihak Satuan Polisi
Pamong Praja. Hambatan satuan polisi pamong praja dalam penegakkan qanun ini salah satunya adalah tidak adanya lahan adat
yang disediakan Pemda Gayo Lues sehingga pemilik hewan ternak tetap melepas hewannya di tempat yang dilarang dalam qanun
ini . Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus ini adalah antara lain dengan melakukan tindakan preventif yaitu
tindakan pencegahan dengan cara sosialisasi serta pengawasan dan melakukan razia, lalu tindakan represif yaitu dengan cara
pembinaan dan penerapan sanksi berupa denda kepada para pelaku pelanggaran.
Disarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih melakukan pengawasan yang rutin agar dapat meminimalisir
terjadinya pelanggaran terhadap kasus penertiban hewan ternak ini. Untuk Pemerintah Kabupaten Gayo Lues disarankan
menyediakan lahan adat atau lahan milik bersama (perueren) agar pemilik hewan dapat melepas hewannya di lahan tersebut agar
tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban, serta mengeluarkan peraturan bupati sesuai amanat dari Pasal 10 Qanun Gayo Lues
Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dalam penyelesaian kasus yang ada dalam qanun ini.
Untuk pemilik hewan ternak disarankan agar tidak melepaskan hewan ternak miliknya pada tempat-tempat yang dilarang di dalam
Qanun dengan lebih memperhatikan dan mengawasi hewan ternaknya yang berkeliaran di jalanan.
